
 

 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

 
                NOMOR 91 TAHUN 20102010 2010 

 
TENTANG 

 
JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN 

KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang 

 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib 
Pajak; 

 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
    
  2. Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
MEMUTUSKAN: 

    
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS PAJAK 

DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN 
KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB 
PAJAK. 

    
Pasal 1 

 
  Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

  2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

 

  3. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan 
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, 

www.djpp.depkumham.go.id
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